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4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4151) sebagaimara
telah. diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara '

Republik Indonesia Tahun 2O2 1 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. ,Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wiiayah Nasionai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

6. Undang-Undang Nomor 4l Tahun 2OO9 Tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 749, Tambahan Lembaran Negara Republik .

Indonesia Nomor 50b8);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol2 lentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360);

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 149,

Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor

5433);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telz"rh diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

ll. Peraturan..../3
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1 1. Peratural Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang

Kewenangan Pemerintahdan dan Kewenangan Provinsi

sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembeiran

Negara Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik '

Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

13.'Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang

Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

berkelanjutan (Lenibaran Negara Republik Indooesia

Tahun 2012 Nomor 55, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 55);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 202 1 Tentang

Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara '

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

67/Permentan/SM.050/ 12' I 2016 tentang Pembinaan

Kelembagaan Petani;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tentatg

Kelembagaan Pelaksanaal Kebijakan Otonomi Khusus

Provinsi Papua (Lembaratr Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6730);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor i57);

MEMUTUSKAN,

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG

PEMBINAAN DAN KELEMBAGAAN PETANi

Menetapkan

BAB r..../4
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

3. Gubernur adalah Gubemur Provinsi Papua Tengah.

4. Distrik adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin
oleh Kepala Distrik.

5. Pemerintah Kab(rpaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di
Provinsi Paprra Jsn*ah.

6. Kampung/Desa/Kelurahan/ adalah kesatuan masyarakat hukum iang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara.

7. Perlindungan Petani adalah sega-ia upaya untuk membantu Petani dalam

menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh pra.sarana dan sarana
produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik
ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

8. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan
kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik
melalui pendidikan dan pelatihan, penyrrluhan dan pendampingan,
pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi
dan.jaminan luasan. lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan,

teknologi dan informasi, penyediaan akses pembiayaan, serta penguatan

Kelembagaan Petani.

9. Petani adalah warga negara indonesia perseorangan dan/atau beserta

keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pengan,

hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan.

10. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan

bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk
menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman p4ngan,

hortikuitura, perkebunan, perikanan, dan/atau peternakan dalam suatu
agroekosistem.

11. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat
diperdagalgkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan

12 . Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana
produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan,
pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.

13. Pelaku Usaha.../5
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Pasal 3.../6

I

I

13. Peiaku Usatra adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana
produksi Pertanian, pengolahan dal pemasaran hasil Pertanian, serta jasa
penunjang Pertanian yang berkedudukan di wiiayah hukum Repubiik
Indonesia.

14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

1'5. Kelembagaal Petani adalah lemtraga yang ditumbuhkembangkan dari,
oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan mempeq'uangkan ,

kepentingan Petay.
16. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar

kesamaan kepentingan, kesamaal kondisi lingkungan sosial, ekonomi,
sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban unl.uk meningkatkan
serta mengembangkan usaha anggota.

17. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang
bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan
efisiensi usaha.

18. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok
Tani, dan/atau Gabungan Keiompok Tani untuk memperjuangkan
kepentingan Petani.

19. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan
kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani,'guna
meningkatkan produktivitas dan elisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan
,hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

20. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan
pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk
memfasilitasi serta membantu Petani dalam meiakukan Usaha Tani.

2 1 . Regenerasi Petani adalah proses menumbuhkan kembali minat Petani
Muda dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan
Petani baru dan/atau Petani Muda.

22. E,enih tanaman yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman atau
' bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau

mengembangbiakkan tanaman.
23. Bibit Hewan adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan

serta memenuhi persyaratan tertentu unttrk dikembangbiakkan.
Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan
berdasarkan asas:

a. kemandirian;
b. kebermanfaatan;
c. kebersamaan;
d. keterpaduan;
e. keterbukaan dan akuntabilitas;
f. produktihtas;
g. sosial budaya dan kearifan lokal;
h. gotong royong; dan
i. keberlanjutan.

I

I

I
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Pasal 3

Pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:
a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka
, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih

baik;
b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam

mengembangkan Usaha Tani;
c. memberikan kepastian Usaha Tani;

d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan
gagal panen;

e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani

dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern,

berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan

lahan;
f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaanPertanian yang melayani

kepentingan Usaha Tani;
g. mendorong adanya Regenerasi Petani Muda;

h. menumbuhkembangkan pola Pertanian berbasis kebudayaan lokal;

i. menumbuhkembangkan dan melindungi inovasi di bidang Pertanian; dan
j. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani.

BAB II
PERENCANAAN

, Pasal 4

(1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara

sistematis, terpadu, terarah, menyel'uruh, transparan, dan akuntabel.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan

dengan berdasarkan pada:

a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
b. rencana tata ruang wilayah;

c. perkembangan ilmu pengetahuan darr teknologi;

d. tingkat pertumbuhan ekonomi;

e. prolil Petani;

f. kebutuhan sarana dan prasarana Pertanian;
g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan

h. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang
integral dari:
a. rencana pembangunan Daerah;

b. rencana pembangunan Pertanian; dan
c. rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 5..../7
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Pasal 5

(1) Penyusunan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikoordinasikan oleh

perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pertanian.

(2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat
strategi dan kebijakan.

(4) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berlaku selama 5
(lima) tahun dan dapat ditinjau kembali.

Pasal 6

(1) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan oleh seluruh pihak
terkait.

(2) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan
Pertanian.

(3) Perlindungan Petani diberikan kepada:
a. Petani yang iahannya berada dalam Kawasan Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. Petani yang melakukan Usaha Tani untuk komoditas unggulan yang

, dilindungi;
c. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha

Tani dal menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
d. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanamarr

pangan pada lahan paiing luas 0,5 (nol koma lima) hektar;
e. Petani hortikultura, pekebun dan peternak skala usaha kecii sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
f. Petani yang melakukan Usaha Tani tanaman pangan, tanaman

holtikultura, tanaman perkebunan, dal/atau ternak secara terpadu
dengan kegiatan perikanan atau kehutanan.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah meningkatkan sumber daya manusia Petani.
(2) Peningkatan sumber daya manusia Petani sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1 ) dikoordinasikan dengan Kabupaten/ Kota..

(3) Peningkatan sumber daya manusia Petani sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui:
a. pendidikan dan pelatihan;

, b. peny.uluhal dan pendarnpingan; dan
c. pengembangan Petani Muda.

Bagian Kedua..../8
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Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 8

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf
a berupa:
a. pelatihan budidaya;
b. pelatihan pengembangan inovasi teknologi;
c. pelatihan pasca panen dan pengolahan;
d. pelatihan di bidang pemasaran;
e. pelatihan di bidang agribisnis;
f. pelatihan lain yang dibutuhkan; dan
g. diseminasi hasil Pertanian.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Petani yang telah
mendapatkan pendidikan dan pelatihan.

(2) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan dan
membagi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya.

(3) Bentuk dan tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada
' ayat (1) diatur dalam Surat Edaran.

Bagian Ketiga

Penl'uluhan dan Pendampingan

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan

secara berkelanjutan kepada Petani.

(2) Fasilitasi penyuluhan dan pendampingal sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1 ) dikoordinasikan dengan Kabupaten/ Kota.

(3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kesempatan

oleh pemerintah untuk melaksanakan pengembangan kapasitas melalui

pelatihan dan sertifi kasi kompetensi.

(4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

penyrrluh dalam rangka peningkatan kelas Kelompok Tani.

(5) Materi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa:

, a. perencanaan, tata cara budi daya, pengoiahan, pasca panen, dan

pemasaran;

b. analisis kelayakan usaha;

c. teknologi informasi Pertanian;

d. pencegahan dan penanggulangan hama;

e. kemitraan dengan Pelaku Usaha; atau

(6) Pen1uluhan.../9
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(6) Peny'uluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau
bekerjasama dengan masyarakat, penyulutr swadaya, badan atau lembaga
yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan Pertanian.

(7) Fasilitasi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara peny,uluhan dan pendampingan, dan sertifikasi
kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur daiam Surat
Edirran.

Bagian Keempat

Pengembangan Petani Muda

Pasal 12

(1) Petani Muda mengembangkan usaha Pertanian secara berkeianjutan.
(2) Dalam rangka mengembangkan usaha Pertanian secara berkelanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petani Muda dapat:

a. melaksanakan upaya-upaya terbaik untuk inovasi dalam 'usaha

Pertanian;
b. mengakses dukungan sumber daya dari semua pihak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. menerapkan teknologi baru bidang Pertanian untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas produk Pertaniannya;

d. melembagakan usaha Pertaniannya dengan bentuk kelembagaan yang

dapat secara optimal memberikan manfaat untuk pengembangan

usahanya, baik manfaat jangka pendek maupun jangka panjang;

e. mengintegrasikan Usaha Tani yang dimiliki dengan sektor usaha lain
yalg mendukung;

f. mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
dalam mendukung usaha Pertanian;

g. membuka lapangan kerja dalam bidang Pertanian;

h. membangun jejaring bisnis seluas-luasnya, baik jejaring lokal,
nasional, maupun internasionai.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Petani Muda secara berkelanjutan.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan

Kabupaten/ Kota.

(3) Pasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a. penguatan kepada Petani Muda;

b. pemberian bantuan..../ 10
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b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan berbasis Pertanian;

c. pengembangan rintisan usaha Pertanian bagi Petani Muda baru;
d. pendidikan dal pelatihan berkelanjutan untukPetali Muda;

e. penyelenggaraan pendidikan kejuruan berbasis Pertanian;

f. pemberian akses kerja sama pengembalgan usaha; dan
g. pemberian akses kemitraan dengan badan usaha.

(4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk
mewujudkan Petani yang mandiri, inovatif, kreatif, mampu bersaing,

berwawasan global, dan professional.

Pasai 14

(1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka
' fasilitasi berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiaksanakan sesuai

dengal ketentuarf peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SUMBER DAYA ALAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan ketersediaan sumber daya alam
yang digunakan untuk Pertanian.

(2) Jaminan ketersediaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) dikoordinasikan dengan Kabupaten/ Kota.

(3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi air dan
lahan.

(4) Ketersediaan lahan meliputi konsolidasi lahan Pertanian.
(5) Ketersediaan air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuair peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Konsolidasi Laharr Pertanian

(1) Konsolidasi lahan pertanian Jl]lli:", dimaksud dalam pasal i5 ayat
(4) merupakan:
a. penggabungan lahan dan usaha menu.ju pengelolaan Pertanian

berbasis korporasi; dan
b. pemanfaatan kembali lahan produktif yang tidak digunakan untuk

lahan Pertanian.
(2) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diutamakan untuk menjamin luasal lahan Pertanian.

BAB v..../ 11
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BAB V

PRASARANA PERTANIAN

Bagran Kesatu

Prasarana Produksi Pertanian

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah menyediakan dan/atau mengelola prasarana produksi
Pertanial.

(2) Penyediaan dan/atau pengeiolaan prasarana produksi Pertanian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan

, Kabupaten/Kota.
(3) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jalan Usaha Tgni dan jalan produksi;

b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung;

c. jaringan listrik, pergudangan, pasar; dan

d. prasarana lain sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Prasarana produksi Pertanian dipelihara bersama oleh Petani, pemerintah dan

masyarakat dengan prinsip gotong royong dan keberlanjutan.

Pasal 19

Seiain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau
tnengelola prasarana produksi Pertanian yarlg dibutuhkan Petani.

Bagian Kedua

Sarana Produksi Pertanian

Pasai 20

(1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana produksi Pertanian.

(2) Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (U

dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.
(3) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

, a. Benih tanaman, Bibit Hewan, pupuk organik dan anorganik, pestisida,

pakan, dan obat heu'an sesuai dengan staldar mutu; dan

b. alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

(4) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan
secara tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis,

tepat mutu, dan tepat jumiah serta harga terjangkau bagi Petani.

(5) Penyediaan sarana produksi Pertariian sebagaimana dimatsud pada ayat
(3) diutamakan menggunakan produksi dalam Daerah dan dalam negeri.

(6) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku

Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sesuai kebutuhan
Petani.

Bagian Ketiga. ... / 12
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Bagian Ketiga

Kepastian Usaha

Pasal 2 I
(1) Pemerintah Daerah menjamin kepastian usaha bagi Petani dalam bentuk:

a. menetapkan kawasan Usaha Tani lintas Kabupaten/Kota berdasarkan

kondisi dan potensi sumber ciaya. alam, sumber daya manusia, dal
sumber daya buatan; dan

, b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasi-l Pertanian sebagai bagian

dari jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang

menjalankan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah sesuai

dengan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.

BAB VI

SISTBM PRODUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem produksi Pertanian

dalam bentuk:

a. Pertanian berbasis korporasi;

b. agroindustri;

p. agrowisata;

d. Pertanian berbasis budaya;

e. komoditas unggula:n; dan

f. Pertalian terpadu.

Bagian Kedua

Pertanian Berbasis Korporasi

Pasal 23

Pertanian berbasis korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a
meliputi:

a. pembentukan dan penguatan unit-unit Usaha Tani dalam satu
pengelolaan;

b. pengembangan jaringan kemitraan dengan lembaga bisnis yang lain;
c. pendampingan poia tanam; dan
d. 

. 
pendampingan penentuan pola komoditas.

Bagian Ketiga..../ 13



Bagial Ketiga

Agroindustri

Pasal 24

Agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
a. peningkatarl produk Pertanian dari hulu hingga hilir;
b. pemberian akses kemudahan ijin produksi;
c. peningkatan intensifikasi teknologi;
d. jaminan kontinuitas bahan;
e. peningkatan mutu bahan dan hasil;
f. pendampingan pola panen;
g. pendampingan manajemen rantai pasok berupa pasokan bahan baku darr

pasokan pemasaran; dan
h. kemudahan akses ijin ekspor.

Bagian Keempat

Agrowisata

Pasal 25

Agrowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:
a. pengembangan Pertanian berbasis kearifan lokal;
b. pengembangan Pertanian berbasis masyarakat;
c. pembenan kemudahan akses perijinan;
d. pendampingan pengembangan paket wisata berbasis Usaha Tani; dan
e. pendampingan pengembangan kemitraan.

Bagian Kelima .

Komoditas Unggulan

Pasal 26

Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
a. perlindungan bibit sumber komoditas unggulan Daerah;
b. penetapan indikasi geografis;
c. perlindungan terhadap plasma nutfah; dan
d. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor

terhadap komoditas unggulan apabila ketersediaan untuk kebutuhan
Daerah/ nasional mencukupi.

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah menetapkan komoditas unggulan Daerah.
(2) Komoditas Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
Bagian Enam

Pertanian 1'erpadu

Pertanian terpadu sebagaimana a,iff#:"lam Pasai 22 huruf f meliputi:
a. minataai; dan
b. wanatani.

BAB Vrr.../i4
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BAB VII
PANEN DAN PASCA PANEN

Bagian Kesatu

Panen

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah menjamin pelaksanaan panen sesuai dengan standar
mutu dalam bentuk:
a. meminimalisasi kehilangan hasil panen;
b. memenuhi standar mutu dan keamanan produk Pertanian; dan
c. melaksanakan program tunda jual melalui pola penyimpanan yang

sesuai.
(2) Jaminan pelaksanaan panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.
(3) Program tunda jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) htrruf c

dilaksanakan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

, Bagian Kedua

Jaminan Pemasaran

Pasal 30

(1) Jaminan pemasarzrn merupakan hak Petani untuk mendapatkan
penghasilan yang menguntungkan, dilakukan melalui:
a. pembelian secara langsung;
b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
c. pemberian fasilitas akses pasar.

'(2) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD yang
mernpunyai kegiatan usaha di bidang Pertanian.

Bagian Ketiga

Harga Komoditas Pertanian

Pasal 3 1

(1) Pemerintah Daerah menciptakan kondisi yang menghasilkan harga
Komoditas Pertanian yang menguntungkan bagi Petani.

(2) Harga Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
dengan Kabupaten/ Kota.

(3) Pemerintah Daerah dalam menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan:
a. persyaratan administratif dan standar mutu;
b. struktur pasar produk Pertanian yang berimbang;dan
c. kebij akan stabilisasi harga pangan.

Bagian Keempat

Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 32
'(1) Pemerintah Daerah melakukal Pemberdayaan Petani melalui

pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian,

' (2) Pemberdayaan.../ 15
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'(2) Pemberdayaan Petali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.
(3) Pengembangan si,stem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diselenggaralan dengan:
a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan

pangan, sanitasi serta memperhatikan ketertiban umum;
b. mewujudkan terminal agribisnis da.n subterminal agribisnis untuk

pemasaran hasil Pertanian;

c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki
dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani,

koperasi, dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya di daerah
produksi Komoditas Pertanian;

d. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan,
mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;

e. mengembangkari sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;

f. mengembangkan sistem Pertanian bioindustri terpadu;
g. mengembangkan pasar 1elang;

h. menyediakal informasi pasar; dan
i. mengembangkal lindung nilai.

Pasal 33

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam
,memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN PETANI DAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34
(1) Pemerintah Daerah mendorong dan rnemfasilitasi terbentuknya

Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
(2) Fasiiitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan

Kabupaten/Kota.
(3) Pembentukan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari
budaya, norma, nilai, dan kearifan iokal Petani.

Pasal 35
(1) Kelembagaan Petani sebagairnana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri

atas:
a. Kelompok Tani;

' b. Gabungan Kelompok Tani; atau
c. Asosiasi Komoditas Pertanian.

(2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(1) berupa Badan Usaha Milik Petani.

Bagian Kedua..../ 16
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